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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penjatuhan sanksi etik
dalam dua putusan KKEP terhadap tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh
anggota Polri, yakni sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam
Putusan KKEP Nomor PUT.KKEP/02/1/2024/KKEP tanggal 31 Januari 2024 dan
sanksi penempatan dalam tempat khusus (PATSUS) dalam Putusan KKEP Nomor
PUT.KKEP/20/X1/2023/KKEP tanggal 13 November 2023. Perbedaan tersebut
menimbulkan pertanyaan mengenai sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum
etik Polri serta dasar pertimbangan ANKUM dalam memberlakukan sanksi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi penerapan hukum pidana
dan etik Polri dalam kasus perzinaan anggota Polri serta mengkaji pertimbangan
ANKUM dalam pemberlakuan hukum terhadap perbuatan tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan Pasal 284 ayat (1) KUHP sebagai delik aduan telah sinkron dengan
Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan
PPRI Nomor 1 Tahun 2003, di mana sanksi etik dijatuhkan setelah adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, perbedaan sanksi
PTDH dan PATSUS menunjukkan penggunaan diskresi ANKUM yang
proporsional dengan mempertimbangkan tuntutan pelapor, status sosial para
pihak, serta dampak perbuatan terhadap kehormatan institusi Polri, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kata Kunci: Sinkronisasi, Perzinaan, Etik Polri, Ankum



ABSTRACT

This study is motivated by differences in the imposition of ethical sanctions in two
decisions of the Indonesian National Police Code of Ethics Commission
concerning the criminal act of adultery committed by police officers, namely the
sanction of Dismissal Without Respect (Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat/PTDH) in KKEP Decision Number PUT.KKEP/02/1/2024/KKEP dated
31 January 2024 and the sanction of placement in a special detention facility
(Penempatan Dalam Tempat Khusus/PATSUS) in KKEP Decision Number
PUT.KKEP/20/X1/2023/KKEP dated 13 November 2023. These differences raise
questions regarding the synchronization between criminal law and the Indonesian
National Police ethical legal framework, as well as the basis of consideration
used by ANKUM in imposing sanctions. The purpose of this study is to analyze the
synchronization of the application of criminal law and Police ethics in cases of
adultery committed by police officers and to examine the considerations of
ANKUM in enforcing the law against such conduct. The research method
employed is empirical juridical, using a statutory approach and interviews. The
findings indicate that the application of Article 284 paragraph (1) of the Criminal
Code (KUHP) as a complaint-based offense (delik aduan) is synchronized with
Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2022 on the Police
Professional Code of Ethics and Government Regulation Number 1 of 2003,
whereby ethical sanctions are imposed after a court decision has obtained
permanent legal force. Furthermore, the differing sanctions of PTDH and
PATSUS demonstrate the proportional exercise of ANKUM'’s discretionary
authority by taking into account the complainant’s demands, the social status of
the parties involved, and the impact of the conduct on the honor and integrity of
the Indonesian National Police institution, in accordance with Law Number 2 of
2002 on the Indonesian National Police and Government Regulation Number 2 of
2003 on the Disciplinary Regulations of Members of the Indonesian National
Police.
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